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BAB V 

PENUTUP 

 

4.2 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti 

dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow 

masih lemah, yakni; pertama, bahwa produktifitas DPRD Kabupaten 

Bolaang Mongondow belum maksimal dikarenakan sebagian besar 

usulan rencana pmbentukan perda masih berasal dari usulan eksekutif 

sehingga pada perencanaan pembentukan perda masih didominasi oleh 

pemerintah daerah, itu menandakan lemahnya DPRD dalam menginisiasi 

perencanaan pembentukan perda. kedua, Pada tahapan penyusunan 

ranperda, ranperda tidak disusun besertaan dengan penjelasaan naskah 

akadmik , sehingga perda dibentuk tidak memenuhi keketntuan dalam 

UU No. 12/2011 yang artinya cacat prosedural. Dapat disimpulkan 

bahwa lemahnya pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Bolaang 

Mongondow terletak pada kurangnya inisiatif DPRD dalam menginisiasi 

perencanaan perda, serta tidak adanya pernjelasan naskah akademik 

dalam penyusunan ranperda. 
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2. Faktor-fakor yang menjadi kendala pelaksanaan fungsi legislasi DPRD 

Kabupaten Bolaang Mongondow  adalah sebagai berikut  

a. Lemahnya kualitas sumber daya manusia setiap anggota legislatif, 

dilihat  dari 100 % Angota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, 

50 % diantaranya hanya berpendidikan sekolah lanjut, itu 

manandakan kualitas sumber daya masnusia DPRD Kabupaten 

Bolaang Mongondow belum sesuai dengan kebutuhan sebagaimana 

mestinya;  

b. Minimnya anggaran pembiayaan dalam pelaksanaan prolegda; 

c. Banyaknya aktivitas anggota legislatif di internal partai politik; 

d. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan prolegda. 

5.2 Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat 

menguraikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Dalam menjalankan fungsi legislasi yang maksimal, sebaiknya DPRD 

Kabupaten Bolaang Mongondow lebih aktif dalam menginisiasi 

pembentukan perda dan melaksanakan prolegda berdasarkan pada 

ketentuan undang-undang yang baru, yakni UU No. 12/2012, khususnya 

dalam penyusunan perda seharusnya disertakan dengan penjelasan naskah 

akademik. 
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2. Adapun beberapa saran untuk memaksimalkan produktifitas fungsi 

legislasi DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, adalah sebagai berikut:  

a. Sebaiknya DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow aktif dalam 

melaksanakan pelatihan anggota legislatif serta melaksanakan studi 

banding untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia para 

anggota legislatif; 

b. Dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 

sebaiknya Pemerintah Daerah serta DPRD Kabupaten Bolaang 

Mongondow menganggaran biaya yang cukup dalam pelaksanaan 

prolegda; 

c. DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai lembaga perwakilan 

rakyat seharusnya banyak melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan 

prolegda; 

d. Para anggota legislatif sebaiknya tidak lagi menjabat sebagai petinggi 

partai politik agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai 

anggota legislatif, tidak lagi disibukan dengan aktivitas-aktivitas 

partai; 

e. DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow seharusnya bekerja sama 

dengan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM, peneliti, serta 

tenaga ahli (akademisi) untuk menyusun ranperda serta penjelasan 

naskah akademik sehingga terciptanya peraturan daerah yang 

memenuhi unsur akademik.   
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